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NOMOR STAHUN2OO9

TENTANG

PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU PENGAMBILAN HASIL LAUT DALAM

WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang

Mengingat

:4,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIWAKATOBI,

bahwa dalam rangka Pelestarian dan Pencegahan terjadinya

t<erusafan EkosiJtem pada Sumber Daya Perairan 
-Laut

raoupatenWakatobi,makaAlatTangkapdanataualatBantu
Fengimniran Hasil Laut dipandang perlu diatur pemakaiannya;

b. bahwa berdasarkan pe*iinbangan sebagaimana dimaksud

dalamhurufa,perlumembentukPeraturanDaerahtentang
Pemakaian Alat Tangkap Dan Atau Alat Bantu Pengambilan

Hasil Laut Dalam Wilayah Perairan Kabupaten Wakatobi'

:1.Undang-UndangNomorSTahunlgEltentangKitabUndang.
unJ"n6 Hukuri Acara pidana (Lembaran Negara Republik

f nOoneiia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

RePublik lndonesia Nomor 3209);

2.Undang-UndangNomorSTahunlgS3tentangZonaEkonomi
Ekslusif lndonEsia, (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1983 Nomor 23);

3. Undang-undang Nomor 5 -Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumbe-rDaya-AlamdanEkosistemnya(LembaranN.egara
Refubtik lndonesia Tahun 1gg0 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3419);



5.

6.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahur 1lSti iei,iarg P,:nr;eicll;ar
Lingkungan Hidup (Lembaran lrlegrarI Rr,.priblk lrCcne -iir,i
Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan L*m,:ar-air l"ieglar,l l:ier:luilli\
lndonesia Nomor 3699 );

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2(i0i, tcntrn,:; !)ernbentul,.ar
Kabupaten Bombana, Kabupaten \,Vakaioiii :lan i(acuraier
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Terrggar'a (ienrliaian [rjr:g
Republik lndonesia Tahun 2003 Ncrm,)r 1'44 T'aml.raliarr
Lembaran Negara Republik lndonesia N,)i'Iror 4lt3€r);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 t*nt,:ng ll,emberi"rul,:an
Peraturan Perundangan (Lembararr Negtara Fiiepul.rlik Iridcnesii;r
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lermbai"aii ltiegaria l{ei:ui:liir
lndonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 teniang Pr,lril:arrari
(Lembaran Negara Republik lndonesla '.f'alru;r i0il4 Ni:mi:r 11,

Tambahan Lembaran Negara Repu:blii< lndlnesia l.,,loincr a433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tent;nc1 [:'erneiinialiar
Daerah (Lembaran Negara Republik lndanesia Teihr;n 2{-i0rl
Nomor 125, Tambahan Lembaran Neg;arc,i Flegrublik lnclone,skii
Nomor 4437) sebagaimana telah cliubah dua l<;irli te;"alihir
dengan Undang-Undang Nomor 1.2 Tllhrin 23Cl.3 lentani:;
Perubahan Kedua atas Undang-Undalg Nornor 3! Tsh"Jri 2iiO,rl
tentang Pemerintahan Daerah (Lenrbaran Nr:g;trui lrlei:uirtiii

' lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tanrb"ihan !*e,nrlraran Negr:r;ii
Republik lndonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tirhlln 1l)Biii lenl:arrq Zcinii
Ekonomi Eksklusif lndonesia (Lembaian Nriiigar'3 fiei:ul:liir
lndonesia Tahun 1983 Nomor 4"1, T;rnrbeharn Lr:,rnbai-ar',
Negara Republik lndonesia Nomor 32i30:;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahur 19;:19 tenh,rrrfi [J$ilhir
Perikanan (Lembaran Negara Republik :ncjos",es,ia Tahun 1!,r8lil

Nomor 19, Tambahan Lembaran N{tgllre F::eF,uhiik Iridc,nesitii
Nomor 3a0B);

11. Peraturan Pemerintah Nomor6S Trahrrn 1$'98 te rrtnnrl lr,aii,r
Suaka Alam dan Kawasan Pelesiariar l,iarn lLenrhatan Nrlg:*r
Republik lndonesia Tahun 19;8{l [{omr,r '131, iamlial"i
Lembaran Negara Republik lndonesier l\:rri'ror 3;7,1,);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 g j-ahu I 1 
';tgrit 

le rti,n1;l
Pengendalian Pencemaran dan atal i,ier us:rl'r::rr Lt,,u1:

(Lembaran Negara Republik lndolg.:i? Tahun 1999 Nomor 32'

*O"f,"n Lembiran Negara Repubtik lndonesia Nomor 3816);

13'PeraturanPemerintahNomor2TTahunlgggtentangAnalisis
ftf..il"i Dampak Lingkungan (Lembaran Negara. Republik

inooiesia Tahun 1gg-g Nomor 5g, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3838)'

14'PeraturanDaerahNomor15Tahun2005tentangPengujian
Kapal Perikanan;

1b. peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi lzin

Usaha Perikanan.

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWAKAToBI
dan

BI.JPATI WAKATCBI,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PEMAKAIANALATTANGKAPDANATAUALATBANTU
pENcAiri-ii-lnr,r nlslr- LAUT DALAM WILAYAH PERAIRAN LAUT

KABUPATENWAKATOBI 
O

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wakatobi;

2'PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenWakatobi;

3. Kepala Daerah adalah BupatiWakatobi;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD

Kabupaten Wakatobi;

5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Wakatobi;

7.

L

9.



Sumber Daya Laut adalah unsur-unsur hayati dan non hayati didalam perairan la
yang secara keseluruhan membentuk Ekosistem;

Pencemaran Sumber Daya Laut adalah tercampurnya Sumber Daya Hayati Laut
Mahkluk Hidup, Zat, Energi atau Komponen lain akibat perbuatan manusia
Sumber Daya Laut semakin berkurang atau tidak berfungsi
seharusnya atau berbahaya bagi yang memanfaatkanya;

Kerusakan Sumber Daya Laut adalah terjadinya penurunan Potensi Sumber
Laut yang dapat membahayakan kelestariannya yang menimbulkan ga
eedemikian rupa terhadap keseimbangan Ekosistem Laut;

Keglatan Perikanan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh perorangan
Badan Hukum untuk menagkap atau membudidayakan ikan termasuk kegi
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan baik untuk tujuan
maupun untuk tujuan lain;

Hasil Laut adalah Sumber Daya Laut yang dimanfaatkan untuk
komersil dan kepentingan lainya;

Alat Tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya
dlgunakan untuk mengambil hasil laut;

{lat Bantu adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang
dlgunakan untuk membantu dalam upaya pengambilan hasil laut;

teralran Laut Kabupaten Wakatobi adalah Wilayah Perairan Laut Kabupaten
Wakatobidengan lJuas kurang lebh 4 Mil daridaratian (Garis Fantai),

BAB II

JENISJENIS ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU
PENGAMBILAN HASIL LAUT

Pasal 2

la-Jenis Alat Tangkap meliputi :

Sedo/eonder/ta n g kar/sod u/dari/sodok ( Push net) ;

Songko (Skimming Net);

Bubu (Partable fish-pot);

PakaJa (Drifting fish-pot);

Serobesar/dalam (Guiding baniu);

Togo ganda (Multiple tidal trap);

Jarmal/bubu jermal (Tidal trap);

8. Jaring kePiting dan Rajungan;

9. Bagan tancap (Stationery lift net);

10. Bagan perahu (ll4obile lift net);

1 1. Muroami (Muroami-drife-in-net);

12. Payang dengan alat bantu rumpon (Seine net);

13. Payang dengan alat bantu lampu (Seine net);

14. Soma dampar/gosea /redj (Beach seine);

1 5' Pukat tepi/krakat, dogol/cantrang/dapan g/potol (vanish seine);

16. LamPara dasar (Bottom lamPara);

17. Pukat udang;

18. Jaring ingsang lingkar (encircling gill net);

19. Jaring gondrong/jati lap (trammel net);

20. Jaring insang ietap (bottom set gill nei);

21. Jaring insang hanyut (drift gill net);

22. Jaring lingkar ikan hias (encircling net of ornamentalfish);

23. Soma/janihg giob (giob net);

24. Pukat cincin dengan alat bantu rumpon; '
zs. prLt cincin dengan alat Bantu lampu;

26.Pukatcincincakalang(Purseseineofskipjacktuna);

27. Pancing rawai dasar (Boftom long line);

28. Pancing rawaituna (Tuna Long line);

29. Bohate/pancing (Pole end line);

30. Pancing tonda (troll line);

31. Pancing ular (Hand line);

32. Rumpon laut dalam dan pancing tuna (Deep sea agregats device aedlr +i$ing

bY hand);

33. Trawl:

34. Jingger;

35. pancing Curni-cumi dan Pancing Layang-layang'



Pasal 3

Jenis Alat Bantu meliputi :

1. Sampan;

2. Perahu;

3. Bahan Peledak;

4. Bahan Berbahaya;

5. Racun;

6. Kompresor hookah dan alat selam lainya;

7. Bius;

8. Selang kompresor;

9, Linggis;

10. Ganco;

11. Kapal liliotor;

12. Kawat;

13, Rumpon;

14. Serok;

15. Jarum Suntik;

16. Jerigen; ' -

17. Penyemprot;

18, Lampu Penerang;

19. Akustik;

20, Fish Finder;

24. Scuba.

BAB III

PEMAKAIAN ALAT TANGKAP DAN ATAU ALAT BANTU
PENGAMBILAN HASIL LAUT

Pasal 4

(1) Jenis-jenis alattangkap dan alat bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 yang dapat dipakai adalah sebagai berikut :

1. Sedo/sonder/tangkar/sodu/dari/sodok (Push net);

2. Songko (Skimming net);

3. Pakaja (Drifting fish Pot);

4. Sero besarldalam (Guiding barriu);

5. Togo ganda (Multiple tidattrap);

6. Jermal/bubu jermal (tidal trap);

7. Jaring kepiting dan rajungan;

8. Muroami (Muroami-drive-in-net);

9. Bagan tancap (Stationery lift net);

10. Bagan Perahu (Mobile lift net);

11. Payang;

12. Soma damper/gosea/redj (Beach seine);

1 3. Pukat tepi/krakat, dogolicantrang/dapang/potol (Vanish seine);

14. Lampara dasar (Bottom lampara);

'15. Jaring insang;

16.'Jaring gondrong/jati lap (Tramel net);

17. Jaring lingkar;

18. Soma/jaring giob (giob net);

19. Pukat cincin dengan alat bantu rumpon;

20. Pukat cincin dengan alat bantu lampu;

21. Pukat cincin cakalang (purse seine of skipjack tuna);

22. Pancing rawaidasar (bottom long line);

23. Pancing tuna dan pancing rawaituna (tuna long line);

24. Huhate/pancing (Pole in line);

25. Pancing tonda;

26. Pancing ulur;

27. Rumpon;

28. Kompresor;

29. Selang Kompresor;



Linggis;

Kawat.

Bantu Linggis dan Kawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus
tnakan di daerah padang lamun pada areal pasang surut.

ggunaan Alat Bantu Kompressor dan Selang Kompresor sebagaimana
aksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

nls alat tangkap dan atau alat Bantu pengambilan hasil laut sebagaimana
rd dalam Pasal2, Pasal3 dan Pasal 4yang dilarang adalah :

rm wilayah Perairan Laut Kabupaten wakatobi adalah Bahan Peledak seperti
nonium dan potassium nitrat atau bom, bahan kimia, racun alami seperti tuba,
tn klmia seperti potassium sionida, herbisida dan pestisida dan alat selam
tya, Jarum suntik, penyemprot, ganco dan sejenisnya.

-alat lainnya yang dianggap berpotensi merusak Sumber Daya Laut Kabupaten
ietobi.

ap orang berperan aktif untuk menjaga dan melindungi Ekosistem Terumbu
tng dlwilayah sekitarnya dalam Perairan Laut Kabupaten Wakatobi.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6 '
rp orang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal S dan Pasal 6
rturan Daerah ini, diancam dengan pidana Kurungan paling lama 6 (Enam)
n atau denda 

,l?lnl 
banyak Rp. 5,000.000 (Lima Juta Rupiah),

ak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

ln ancaman pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tindakan yang
ygbabkan kerusakan ekosistem sumber daya laut di ancam pidana sesuai
;an ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

lawasan oleh lnstansi terkait yang ditunjuk oleh BupatiWakatobi.

lawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas adalah pengawasan
:angkap dan atau alat Bantu dilaksanakan oleh lnstansiTeknis

Furlt
(1) Selain oleh pejabat penyidlk umum, panyldlk atas tindaR pidana sebagalmana

dimaksud pasal 8 Peraturan Dtrnh lnl dllekukan juga oleh Penyidik Pegawal

Negeri Sipil (PPNS) di lingkungrn plmlrlntah Daerah yang pengangkatannya

sesuai dengan peraturan Perundlng.undrngm yang berlaku,

(2) Melaksanakan tulas penyldlkrn, Prnyldlk Pegawai Negeri Sipll (PPNS)

sebagaimana dimaksud ayat (1) parrl lnl yrng btrw€nang sebagai berikut :

a. Menerima laporan atau pengadurn drd aarcorlng tentang tindak plddna;

b. Melakukan tindakan pertama pdt lltt llu dltompat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tcrafngkt drl perbuatanya dan msmerlk8a
tanda pengenal diri tersangka;

d. Mengambil sidik jari dan memotret rctrortng tmrngka;

e. Memanggil seseorang untuk didengtr katanngrnnyr dan dlperlkaa ltbegai
tersangka atau saksi; I

f, Mendatangkan orang ahli yang dlpcrlukrn drlrm hubungrnnyi dongan
pemerlksaan perkara;

g. Menghentikan penyidikan setelah mendapil palunluk drrl plnyldlk umum- 
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pcrlrtlwr trrrrbut bUhrn mcrupakan
tindak pldana dan selanjutnya melalui penyldlk Umum mrmbrrltrhukan hal

tersebut kopada penuntut umum, tqrsangka dm kaluffgmyr;

h. Mengadakan tlndakan lain menurut hukum yang drprt dlprtrnggungJawabkan.

(3) Pejabat Penyldlk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dlmrkrud prdr Eyat (1) dan' (2i memberltahukan dlmulainya penyidikan dan menyarrhlcn hrlll penyidikan

kepada penuntut umum, sesuai ketentuan Kitab Undang.Undrng Hukum Acara

Pidana,

BAB VI:
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9 
:,

Hal-hal yang belum dlrtur dalam Peraturdn Daerbh ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan dlatur drn dltctrpkannya lebih lenjut dengan Peraturan Kepala

Daerah.



Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
padatanggal 1- 11-2009

BUPATT WAKATOBI,

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi

KABUPATEN WAKATOBI,

KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009 NOMOR: ry
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